LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )
Nomor : 1 Tahun : 2012 Seri: E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat pada umumnya dan nelayan pada khususnya
dipandang  perlu  pengaturan,  pengawasan, dan
pengendalian terhadap para nelayan agar menjual hasil
tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan;

b. bahwa untuk lebih menjamin kelancaran, ketertiban dan
kelangsungan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat
Pelelangan lkan perlu diatur pengelolaannya;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
59);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008
Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
peyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang
tertentu di Daerah.

SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
perikanan dan kelautan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran Yyang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sumber Daya lkan adalah potensi semua jenis ikan.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, terdiri dari Pisces (ikan
bersirip), Crustacca (udang, rajungan, kepiting dan sejenisnya), Mollusca
(kerang, tiram, cumi-cumi, siput, gurita dan sejenisnya), Echinodermata
(teriping, bulu babi, dan sejenisnya), Reptilia (buaya, penyu, kura-kura,
biawak, ular air dan sejenisnya), Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan
lain yang hidupnya di dalam air) dan biota perairan lainnya.

Pelelangan lkan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara
penawaran bertingkat.



11. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang
disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.

12. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah segala kegiatan dalam rangka
menjalankan Tempat Pelelangan Ikan sesuai fungsinya.

13. Petugas Lelang adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan
pelelangan ikan di TPI.

14. Petugas TPl adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola TPI sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Penyelenggara Lelang adalah badan hukum, lembaga kemasyarakatan, atau
perorangan yang diberi izin atau ditugaskan secara tertulis oleh Pemerintah
Daerah atau SKPD Pelaksana untuk melaksanakan pelelangan ikan.

16. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang memberikan harga penawaran
tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh penyelenggara
lelang.

17. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun
seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan.

18. Pedagang ikan adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan
pembelian ikan di Tempat Pelelangan Ikan.

19. Penjual adalah Nelayan

20. Pembeli adalah Pedagang lkan

21. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis
perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan
hukum dalam pengelolaan TPI.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan;
b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;

C. pendataan sumber daya ikan;
d

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha
perikanan melalui hasil produksi ikan hasil tangkapan yang dilelang;

@

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
f.  meningkatkan higienitas produksi perikanan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan TPI
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB Il
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 5

Tempat pelelangan ikan harus memenuhi persyaratan :

a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;

b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi,
dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem
pembuangan limbah cair yang higienis;

c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang
dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai serta
toilet dalam jumlah yang mencukupi;

d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan
hasil perikanan;



